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BANDA ACEH – Seorang petani cabai asal Gampong Rukoh, Banda
Aceh,  Khairul  Halim,  menyampaikan  kekecewaannya  terhadap
Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banda Aceh yang dinilai tidak
bersikap  tegas  dalam  menyelesaikan  dugaan  praktik  pungutan
tidak resmi di madrasah.

Halim menyebut anaknya gagal bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah
Negeri (MIN) akibat mekanisme pendaftaran ulang yang dinilai
membebani wali murid secara finansial.

Kepada  wartawan  seanteronews,  Selasa  (28/5/2025),  Halim
mengatakan  pernyataan  Kepala  Kantor  Kemenag  (Kakankemenag)
Banda Aceh, H. Salman yang dimuat di salah satu media online
cenderung  ambigu  dan  tidak  menyentuh  akar  persoalan.  Ia
menilai penjelasan soal kekurangan dana dan minimnya dukungan
dari lembaga vertikal tidak bisa dijadikan alasan pembenaran
atas praktik pungutan yang dibungkus kesepakatan dengan wali
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murid.

“Yang kami butuhkan itu penyelesaian, bukan penjelasan panjang
soal kekurangan. Kalau kekurangan, ya tugas pimpinan untuk
mencari solusinya, bukan membebani wali murid,” ujar Halim.

Ia  menilai  pernyataan  dari  pihak  Kemenag  Banda  Aceh  yang
menyebut  kekurangan  dana  madrasah  justru  menunjukkan
ketidakmampuan  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pemimpin.
Menurut  Halim,  jika  memang  ada  permasalahan  internal  atau
kendala  regulasi,  hal  tersebut  harus  disampaikan  kepada
instansi di atasnya, bukan dibebankan kepada masyarakat.

“Kalau seperti ini, siapa pun bisa jadi pimpinan. Minta uang
ke wali murid lalu berdalih karena kekurangan dana. Ini sudah
zalim namanya,” katanya.

Halim  juga  menuding  Kemenag  Banda  Aceh  tidak  serius
menyelesaikan kasus ini. Ia menyebut kasus dugaan pungutan
liar di beberapa madrasah di Banda Aceh sudah berjalan hampir
satu bulan namun belum terlihat penyelesaian yang konkret. Hal
ini,  menurutnya,  menimbulkan  dugaan  adanya  pembiaran  atau
bahkan permainan antara oknum madrasah dan pejabat Kemenag.

“Saya menduga ada kongkalikong. Kalau tidak, kenapa belum ada
tindakan tegas sampai sekarang?” ujarnya.


